
BERITA DAERAH KABUPATEN

TAHUN 2011 NOMOR SLSERI

SAMOSIR

F NOMOR 124

b

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Samosir perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama sebagai dasar
pengukuran keberhasilan pencaparan suatu tuluan dan sasaran strategis yang

telah ditetapkan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayal (3)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .

PER/09/M.PAN/ 512007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator
Kinerla Utama di Lrngkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan lndikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang lndikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Samosir;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4346),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor'104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4844),
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2008
Nomor 21,lambahan Lembaran Negara Republik lncJonesia Nomor 4817),
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2C07 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lernbaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130, Seri D Nomor 13),
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Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samostr

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 13'1, Seri D

Nomor'14);
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran

Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132, Seri D Nomor 15),

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133, Seri D

Nomor 16);

lnstruksi Presiden Nonor 7 Tahun '1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja lnstanst

Pemerintah,
11. lnstruksr Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasart

Korupsi,
12. Peraiuran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

pER/Og/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerla

Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENITANG PENETAPA.N INDIKATOR

KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inr yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupatr dan Perangkat Daerah sebagai unsut

penyelenggara Pemertntahan Daerah

3. Bupati adalah BuPati Samosir.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran

Pemerintah Daerah

6 Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Samostr

7 Perangkat Daerah di Lrngkungan Pemerintah Kabupaten Samosir adalah

perangkat daerah yang terdirr dari Sekretariat Daerah, Sekretarrat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, Kelurahan sebagai unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan urusan pemertntahan

B. Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencaparan

sasaran ataupun tujuan rnstansr pemerrntah sebagai pen.labaran dari visi, misi

dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhastlan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetaPkan



BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

lndikator kinerla utama Pemerintah Kabupaten Samosir disusun berdasarkan

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah

Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang

relevan;

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsr' seda peran lainnya;

c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelengg araan akuntabilitas kinerla;

d. Kebutuhan data statistik pemerrntah; dan

e.Kelaztmanpadabidangtertentudanperkembanganilmupengetahuan

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan indikator krnerja utama telah memenuhi karakteristik

indikator kinerja yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerla

Pemerintah Kabupaten Samosrr yaitu:

a. spesifik,

b. dapat dicaPai;

c. relevan;

d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang drukur' dan

e. dapat dikuantifikasr dan diukur

Pasal 5

(1) lndikator Kinerja utama selaras antar tingkatan Untt Organrsast

(2) lndikator kinerja utama pada tingkat Pemerrntah Kabupaten Samostr

sekurang-kurangnyaadalahindrkatorhasil(outcome)sesuaidengan
kewenangan, tugas dan fungsi

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

lndikator kinerla utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir digunakan

untuk :

a. perencanaantahunan;

b penyusunan dokumen penetapan kinerja,

c. penyusunan dan pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerla lnstansi Pemertntah

Pemertntah KabuPaten Samostr,

d. evaluast krnerja instansi pemerintah; dan

e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-

kegtatan

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis di Lingkungan Pemertntah Kabupaten

Samostr harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama'



Pasal 8

Kabupaten Samosir melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan

rnemperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi tnformasi

yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik

berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati Samosir melakukan pembinaan dan pengawasan dalam

pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Samosir.

lndikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, adalah merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal '10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

kan di Pangururan
tanggaf 45 N,oyarn\ad 2011

TORANGAN SIMARMATA
BINA UTAMA MUDA

.19570627 198603 1 005

A DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

(1)

(2)

(1)

\z)

2011 NOMOR 32 SERI F NOMOR L?.0)



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL :3 NOVEMBER 2011

TENTANG:PENETAPANINDIKAToRKINERJAUTAMA
PEM ERl NTAH KABU PATE!! lAru99l&

INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA

Sekretariat Daerah

Menmgkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan t Badan Perencanaan Pembangunan

dan pengawasan Pembangunan Daerah,
2. lnspektorat KabuPaten

Menngkatnya -penatausahaan keuangan dan Dinas PendaPatan, Keuangan dan

Asset Daerahpengelolaan anggaran berbasis ktner1a

Menrngkatnya kualitas pendidikan 1. Dinas Pendidikan;
2. Badan KePegawaian Daerah

@sehatan masYarakat Dinas Kesehatan

Hrreni@ellrarga Bereicana -x;nto; xeruarga nJrJncana

Menilrgkatnf fungsi Rumah Sakit dan Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah

untuk menyelesaikan kasus pesakitan 
I

Dinas Sosial, Tenaga Ker1a,

dan Olah Raga

Pemuda

Kantor Kesatuan Bangsa Politik

t<antor Satuan Polisi Pamong Praja

Bad€n Penanaman - Modafran
MeningkatnYa
pemerintahan

kerjasama antar lembaOa 
i Perizinan TerPadu

Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu
Badan PemberdaYaan MasYarakat'

Perempuan dan Otonomi Desa

binas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

I Oinas Koperasi' Perindustrian dan

Perdagangan

@ Usaha I Oinas Koperasr, Perindustrian dan

Perdagangan

2 Badan Ketahanan Pangan dan

' "'"1Y:l:v*:
Mll Dinas Pertanian' Perikanan dan

I Peternakan

I PenYuluh Pertantan
1. 

-Dina.Tertannn-Cer*anan Oan

Men r n g t(atnya ku a I rtas p9l9I9!9!-P4!{

Ornas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda

dan Olah Raga
Menngkatnya prestasi di bidang olahraga, senl

budaya dan lPtek

Menmgkatnya pembinaan kepada kepada

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Terwujudnya kebebasan berpolitik

MeningkatnYa Pam swakarsa

Menurunnya Pelanggaran PERDA

ttllenilngkatnya kerlasama dengan dunia usaha dan

anak rantau

trltenrngt<atnya pekonomian masyarakat

Menrngkatnya Lembaga PembiaYaan



t

25 Meningkatnya kesejahteraan petant 1. lJtnas Henanlan, rerlKarlarl uarl

Peternakan;
2. Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluh Pertanian.

6 Meningkatnya industri kerajinan yang mendukung

sektor pariwisata
Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

7 Meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan

minuman

Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

2B Meningkatnya industri kecil dan menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

29 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan 
i__l-1

Dinas Pekerlaan umum

-binas 
Pekerlaan Umum

30

1 Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas

UMUM

1 Dinas Tata Ruang, Pemuktman,
Kebersihan dan Pertamanan;
Dinas Perhubungan.2

32 Meningkatnya pelestarian lingkungan dan mitigasi

bencana

1. Badan Lrngkungan Htdup, Penelltlan
dan Pengembangan,

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
3. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

JJ Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW 1 Badan LtngKungan Hldup, Henelltlan

dan Pengembangan;
2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
3. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah
Dhas Piiiwisata. Senr dan BudaYJ-

34 Meningkatnya kunjungan wisata

35 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan senl

dan budaya

lJrnas Panwtsata, Senl oan buoaya

Dinas Panwisata Seni dan BJdaf
36 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan

destinasi

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

iundangkan di Pangururan
rda tanggal f9 Noqa'tber 2011

ix[rnnrs DAERAH W{ru, orr*,
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, HATORANffiN SITVINRMATA
EMBINA UTAMA MUDA
tP. 19570627 198603 1 005

ERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
AHUN 2011 NOMOR 3L SERI F NOMOR 224
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